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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Genta Yanuar Wahyudi 

Nim : 2010111039 

Judul  : KAJIAN YURIDIS PASAL 431 TERHADAP KEWENANGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENUNDAAN PEMILIHAN 

UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 

2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, 

pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa 

pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh 

orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada 

Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya. Apabila 

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan Peraturan yang 

berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya 

buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

           Jember, 09 Mei 2024 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

   Genta Yanuar Wahyudi 
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MOTTO 

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul Nya serta orang orang mukmin 

akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah 

lalu diberitakan kepada-Nya apa yang telah kamu kerjakan” 

 

(Q.S. At-Taubah ayat 105). 
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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala 

karunia dan pertolongannya sehingga saya mampu menyelesaikan Penulisan 

Hukum dengan judul “Kajian Yuridis Pasal 431 Terhadap Kewenangan 

Komisi Pemilihan Umum Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” Sholawat 

serta salam senantiasa tercurah dan terlimpakan kepada Junjungan Nabi 

Muhammad SAW yang mampu mengubah peradaban dunia dari zaman jahilliyah 

ke zaman Ilmiah seperti yang kita rasakan hingga saat ini. 

Disadari dengan sepenuhnya bahwa, berkat dukungan dari semua pihak 

yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya Ilmiah 

sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya, besar 

harapan kami selaku penulis agar Penulisan Hukum ini memberikan manfaat bagi 

bangsa dan Negara Indonesia guna terciptanya bangsa yang aman, tentram, dan 

sejahtera. 

Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada penulis, tentunya penulis 

menyadari bahwa adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan 

Hukum ini. Karenanya diharapkan adanya masukan dari pembaca yang sifatnya 

membangun guna kesempurnaan karya-karya berikutnya. 

Demikian pengantar dari saya, sekali lagi saya berharap karya ilmiah ini 

dapat bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya, dan ucapan terima kasih 

penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan karya 

ilmiah ini hingga selesai. 
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